
 

 

WALI KOTA BONTANG 
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 

PERATURAN WALI KOTA BONTANG  
NOMOR  23 TAHUN 2023 

TENTANG 

PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN 

BAGI PEKERJA RENTAN  

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALI KOTA BONTANG,  

Menimbang  : a.  bahwa dalam rangka menindaklanjuti Instruksi Presiden 

Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan 
Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, 

menginstruksikan kepada Wali Kota menyusun dan 
menetapkan regulasi serta mengalokasikan anggaran 

untuk mendukung pelaksanaan program jaminan sosial 
ketenagakerjaan di wilayahnya;  

b.  bahwa dalam rangka memberikan perlindungan bagi 

pekerja rentan di Kota Bontang, perlu mendaftarkan 
pekerja kerja pada program jaminan sosial 

ketenagakerjaan dengan memperhatikan kemampuan 
keuangan daerah;  

c.  bahwa untuk memberikan pedoman dalam pelaksanaan 
program jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja 
rentan, perlu mengatur pelaksanaannya;  

d.  bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan 

Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Pelaksanaan 
Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Rentan;  

  
 

Mengingat  : 1.  Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945;  

2.  Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang 
Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, 

Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota 
Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah beberapa kali 

diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 
2022 tentang Ibu Kota Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6766);  

3.  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
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Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 

Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 

41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6856);  

  
  

MEMUTUSKAN: 
 

 
Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA  TENTANG PEDOMAN 

PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL 
KETENAGAKERJAAN BAGI PEKERJA RENTAN.  

 

  

BAB I 
KETENTUAN UMUM  

  

Pasal 1 

  Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:  

                           1.  Daerah adalah Kota Bontang.  

                           2.  Wali Kota adalah Wali Kota Bontang.  

                           3.  Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur 
penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin 
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 

kewenangan daerah otonom Kota Bontang.  

                           4.  Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan 
urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.  

                           5.  Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan 
yang selanjutnya disebut BPJS Ketenagakerjaan adalah 

badan hukum publik yang dibentuk berdasarkan Undang-
Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan 
Penyelenggara Jaminan Sosial.  

                           6.  Jaminan Sosial Ketenagakerjaan adalah program yang 
memberikan perlindungan kepada masyarakat pekerja 

atas berbagai macam risiko yang mungkin terjadi meliputi 
kecelakaan kerja atau meninggal dunia.  

                           7.  Pekerja Rentan adalah pekerja bukan penerima upah 
pada sektor informal dengan kondisi kerja dibawah nilai 

standar dan memiliki risiko tinggi serta berpenghasilan 
rendah, termasuk penyandang disabilitas.  

                           8.  Peserta adalah Pekerja Rentan di Daerah.  

                           9.  Manfaat adalah faedah jaminan sosial yang menjadi hak 
peserta dan/atau anggota keluarganya.  

  

Pasal 2 

  Peraturan Wali Kota ini bertujuan untuk mewujudkan 
perlindungan sosial ketenagakerjaan bagi Pekerja Rentan di 
Daerah.  
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BAB II 
PROGRAM DAN SASARAN PENERIMA PROGRAM  

  

Pasal 3 

                           (1)  Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja 
Rentan berupa:  

    a.  jaminan kecelakaan kerja; dan  

    b.  jaminan kematian.  

                           (2)  Jaminan kecelakaan kerja sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) huruf a merupakan jaminan berupa uang tunai 
dan/atau pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat 

Peserta mengalami kecelakaan kerja atau penyakit yang 
disebabkan oleh lingkungan kerja.  

                           (3)  Jaminan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf b merupakan jaminan berupa uang tunai yang 

diberikan kepada ahli waris ketika Peserta meninggal 
dunia bukan akibat kecelakaan kerja.  

  

Pasal 4 

                           (1)  Sasaran Penerima Program Jaminan Sosial 

Ketenagakerjaan yaitu masyarakat yang termasuk Pekerja 
Rentan.  

                           (2)  Pekerja Rentan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
meliputi:  

    a.  nelayan;  

    b.  petani;  

    c.  tukang ojek konvensional;  

    d.  buruh harian lepas;  

    e.  tukang kayu mandiri;  

    f.  tukang batu mandiri;  

    g.  pedagang kreatif lapangan;  

    h.  pedagang keliling;  

    i.  sopir;  

    j.  juru parkir; dan  

    k.  Pekerja Rentan lainnya yang sejenis.  

  

BAB III 
PERSYARATAN PENERIMA PROGRAM  

  

Pasal 5 

  Pekerja Rentan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 wajib 
memenuhi persyaratan, meliputi:  

                           a.  penduduk yang memiliki kartu tanda penduduk dan 

berdomisili di Daerah;  

                           b.  pada saat mendaftar berusia paling rendah 18 (delapan 

belas) tahun dan belum mencapai usia 65 (enam puluh 
lima) tahun; dan  

                           c.  aktif bekerja sebagai Pekerja Rentan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2).  
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BAB IV 
PELAKSANAAN  

  

Bagian Kesatu 

Pendataan dan Verifikasi  

  

Pasal 6 

                           (1)  Pendataan dilakukan terhadap masyarakat yang memiliki 

pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2).  

                           (2)  Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
bersumber dari:  

    a.  data terpadu kesejahteraan sosial; dan/atau  

    b.  data dari Perangkat Daerah terkait.  

                           (3)  Berdasarkan hasil pendataan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dilakukan verifikasi.  

                           (4)  Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan 
untuk memastikan bahwa masyarakat calon peserta 
memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 5.  

                           (5)  Pendataan dan verifikasi dilakukan oleh tim yang 

ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.  

                           (6)  Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling sedikit 

terdiri atas unsur:  

    a.  Perangkat Daerah yang membidangi urusan 

ketenagakerjaan;  

    b.  Perangkat Daerah yang membidangi urusan sosial;  

    c.  Perangkat Daerah yang membidangi urusan usaha 

mikro dan perdagangan;  

    d.  Perangkat Daerah yang membidangi 

urusan kependudukan dan pencatatan sipil;  

    e.  Perangkat Daerah yang membidangi urusan perikanan 

dan pertanian; dan  

    f.  Perangkat Daerah yang membidangi 

urusan perhubungan.  

  

Pasal 7 

  Data masyarakat yang telah diverifikasi disampaikan kepada 
Wali Kota melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan 

sebagai penerima program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan 
bagi Pekerja Rentan dengan Keputusan Wali Kota.  

  

Bagian Kedua 
Pendaftaran  

  

Pasal 8 

                           (1)  Penerima program yang telah ditetapkan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 7, diajukan kepada BPJS 

Ketenagakerjaan untuk didaftarkan sebagai Peserta.  
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                           (2)  Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi 

urusan ketenagakerjaan.  

                           (3)  Pendaftaran program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan di kantor 
cabang BPJS Ketenagakerjaan di Daerah.  

  

Bagian Ketiga 

Pembayaran Iuran  

  

Pasal 9 

                           (1)  Berdasarkan pengajuan pendaftaran sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dilakukan pendaftaran 

dan perhitungan iuran Peserta oleh BPJS Ketenagakerjaan 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.  

                           (2)  Perangkat Daerah yang membidangi 
urusan ketenagakerjaan membayarkan iuran berdasarkan 
tagihan yang disampaikan oleh BPJS Ketenagakerjaan.  

                           (3)  Pembayaran iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
dilaksanakan oleh bendahara pengeluaran Perangkat 

Daerah yang membidangi urusan ketenagakerjaan melalui 
mekanisme transfer ke BPJS Ketenagakerjaan di Daerah.  

  

Pasal 10 

  Peserta program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan 
mendapatkan Manfaat sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan.  

  

BAB V 

PEMUTAKHIRAN DATA PESERTA  

  

Pasal 11 

                           (1)  Perangkat Daerah yang membidangi 

urusan ketenagakerjaan melakukan pemutakhiran data 
Peserta setiap 1 (satu) bulan sekali.  

                           (2)  Pemutakhiran data dilakukan untuk memastikan Peserta 

masih memenuhi pesyaratan penerima program.  

  

Pasal 12 

                           (1)  Dalam hal terdapat perubahan penerima program, kepala 

Perangkat Daerah yang membidangi 
urusan ketenagakerjaan menindaklanjuti dengan 
mengajukan usulan perubahan penerima program.  

                           (2)  Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa 
penggantian, pengurangan dan/atau penambahan.  

                           (3)  Ketentuan mengenai pendataan dan verifikasi, penetapan 
sebagai penerima program dan pendaftaran sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 8 berlaku 
mutatis mutandis terhadap pengajuan usulan perubahan 

penerima program.  
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Pasal 13 

  Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang 

membidangi urusan ketenagakerjaan berhak menghentikan 
pembayaran iuran Peserta program Jaminan Sosial 

Ketenagakerjaan bagi Pekerja Rentan yang didaftarkan, 
dalam hal penerima program tidak lagi memenuhi 

persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.  

  

BAB VI 
PENGADUAN  

  

Pasal 14 

                           (1)  Peserta dapat menyampaikan pengaduan atas 

pelaksanaan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan 
bagi Pekerja Rentan melalui Perangkat Daerah yang 

membidangi urusan ketenagakerjaan.  

                           (2)  Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat 
dilakukan secara lisan maupun tertulis.  

                           (3)  Berdasarkan pengaduan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) Perangkat Daerah yang membidangi 

urusan ketenagakerjaan menindaklanjuti pengaduan 
paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah pengaduan 

disampaikan.  

  

BAB VII 
PEMANTAUAN DAN EVALUASI  

  

Pasal 15 

                           (1)  Perangkat Daerah yang membidangi 

urusan ketenagakerjaan melakukan pemantauan dan 
evaluasi atas pelaksanaan program Jaminan Sosial 

Ketenagakerjaan bagi Pekerja Rentan.  

                           (2)  Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam 
pelaksanaan pemberian Jaminan Sosial Ketenagakerjaan 
bagi Pekerja Rentan.  

  

BAB VIII 

PELAPORAN  

  

Pasal 16 

  Perangkat Daerah yang membidangi urusan ketenagakerjaan 
melaporkan pelaksanaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan 

serta hasil pemantauan dan evaluasi kepada Wali Kota setiap 
6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila 

dibutuhkan.  
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Salinan sesuai dengan aslinya 
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BONTANG 

KEPALA BAGIAN HUKUM, 

 

 
 
 

Muhammad Syaifullah, SH, M.Si 

NIP. 197404112000031001 

BAB IX 
PENDANAAN  

  

Pasal 17 

  Pendanaan pelaksanaan Peraturan Wali Kota ini bersumber 
dari: 

a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau 

b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 
 

  

BAB X 
KETENTUAN PENUTUP  

  

Pasal 18 

  Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan.  

  Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan 
penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bontang. 

 

 

  
  

 
Ditetapkan di Bontang   

 
pada tanggal  6 Oktober 2023 

 
WALI KOTA BONTANG,   

  
  

 
                ttd.   

  
  

          BASRI RASE  

  
  

Diundangkan di Bontang 
  

  

pada tanggal 6 Oktober 2023  

SEKRETARIS DAERAH KOTA BONTANG, 

        

                             ttd.       

   
  

         AJI ERLYNAWATI  
  

  

BERITA DAERAH KOTA BONTANG TAHUN 2023 NOMOR 23  

   
  

   
  

 

 

 


